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ABSTRAK 

ANALISIS PELAYANAN KESEHATAN PESERTA BPJS DI PUSKESMAS 

BANGKINANG KOTA 

OLEH : HIFNI PERMATA 

Permasalahan dari penelitian ini adalah adanya tanggapan masyarakat 

tentang kurang memuaskannya pelayanan kesehatan pada puskesmas 

bangkinag kota dan petugas kurang disiplin waktu dalam bekerja. Untuk 

mengetahui pelayanan kesehatan bagi peserta kartu BPJS Kesehatan pada 

Puskesmas Bangkinang Kota tersebut ada 9 indikator yang menjadi 

ukuran yaitu: Persyaratan pelayanan, Sistem, mekanisme, dan prosedur, 

Waktu penyelesaian, Biaya/tarif, Produk spesifikasi jenis pelayanan, 

Kompetensi pelaksana, Perilaku pelaksana, Penanganan pengaduan, 

Sarana dan prasarana. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis 

gunakan dalam penelitian ini adalah teknik observasi, dokumentasi, 

kuesioner, dan wawancara. Populasi dan sampel dalam penelitian ini 

adalah masyarakat peserta kartu BPJS Kesehatan Kelurahan Langgini 

pada Puskesmas Bangkinang Kota yang terdiri dari 100 orang, hal ini 

dapat dilihat dari hasil observasi lapangan yang menunjukkan persentase 

sangat baik 7,3%, baik 26%, cukup baik 37,3%, tidak baik 20,4%, sangat tidak 

baik 9.1%. Hasil penelitian secara keseluruhan kepuasan peserta kartu BPJS 

terhadap pelayanan kesehatan di puskesmas Bangkinang Kota masuk dalam 

kategori “Cukup Memuaskan” yaitu sebesar 60% karena masih banyak peserta 

BPJS kesehatan yang merasa tidak puas dan mengeluhkan pelayan yang di 

berikan psukesmas Bangkinang Kota. 

Kata kunci : Pelayanan Kesehatan, BPJS Kesehatan, Puskesmas Banginang Kota 
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BAB 1 

PENDAHULUAN 

1.1 Latar Belakang Masalah 

Pelayanan publik merupakan tindakan yang dilakukan oleh 

pemerintah dalam rangka tanggung jawabnya kepada publik, baik diberikan 

secara langsung maupun melalui kemitraannya dengan swasta dan 

masyarakat, berdasarkan jenis dan intensitas kebutuhan masyarakat, 

kemampuan masyarakat, dan pasar. Pelayanan publik berbentuk pelayanan 

barang dan jasa yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat maupun 

pemerintah daerah. Dan pelayanan publik sendiri telah diatur dalam Peraturan 

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 Tahun 2017 tentang 

pedoman penyusunan survei kepuasaan masyarakat unit penyelenggaraan 

pelayanan publik. 

Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha 

Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau 

jasa, baik dalam rangka upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun 

dalam rangka pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. 

Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 

Tahun 2003 (dalam Hardiyansyah, 2011:11) dan salah satu dari bentuk 

pelayanan publik yang dilaksanakan pemerintah adalah pemenuhan 

kebutuhan kesehatan masyarakat. 

Dalam Undang-undang Dasar 1945 pasal 28 H ayat (1)  “Setiap orang 

berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan 
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lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan 

kesehatan” dan Pasal 34 ayat (3) “Negara bertanggung jawab atas penyediaan 

fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hal 

ini juga di ikuti oleh Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang 

kesehatan, yang menetapkan bahwa setiap orang berhak mendapatkan 

pelayanan kesehatan dan memperoleh pelayanan kesehatan yang aman, 

bermutu, dan terjangkau. Karena itu setiap individu berhak memperoleh 

perlindungan kesehatan dan negara berkewajiban untuk mengatur agar 

terpenuhi hak hidup sehat bagi masyarakat. Begitu pula, setiap kegiatan 

dalam upaya untuk memelihara dan meningkatkan tingkat kesehatan 

masyarakat dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, 

dan berkelanjutan dalam rangka pembentukan sumber daya manusia 

Indonesia, serta peningkatan kesehatan dan daya saing bangsa bagi 

pembangunan nasional. 

Salah satu cara pemerintah dalam memenuhi kebutuhan dan 

memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah dengan 

mendirikan puskesmas. Puskesmas adalah pusat pelayanan kesehatan yang 

paling dekat dengan masyarakat juga menjadi bagian pelaksana program 

Jaminan kesehatan nasional (JKN) yang harus dijamin oleh Badan 

penyelenggara Jaminan sosial (BPJS). Tujuan utama dari adanya puskesmas 

adalah menyediakan layanan kesehatan yang bermutu namun dengan biaya 

yang relatif terjangkau untuk masyarakat, terutama masyarakat dengan kelas 

ekonomi menengah ke bawah. 
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Masalah yang sering dihadapi secara umum oleh puskesmas adalah belum 

mampunya puskesmas memberikan sesuatu hal yang benar-benar 

diharapkann pengguna jasa. Faktor utama tersebut karena pelayanan yang 

diberikan berkualitas rendah sehingga belum dapat menghasilkan pelayanan 

yang diharapkan pasien. Puskesmas merupakan organisasi yang menjual jasa, 

maka pelayanan yang berkualitas merupakan suatu tuntutan yang harus 

dipenuhi. Bila pasien tidak menemukan kepuasan dari kualitas pelayanan 

yang diberikan maka pasien cenderung mengambil keputusan tidak 

melakukan kunjungan ulang pada puskesmas tersebut. Kepuasan pasien 

sebagai pengguna jasa merupakan salah satu indikator dalam menilai mutu 

pelayanan di Puskesmas. Kepuasan yang tinggi akan menunjukkan 

keberhasilan Puskesmas dalam memberikan pelayanan kesehatan yang 

bermutu. 

Tabel 1.1 : Jenis-jenis  pelayanan yang di sediakan oleh 

Puskesmas Bangkinang Kota 

No Jenis Pelayanan Sub Pelayanan 

1. Pelayanan Kesehatan Perorangan Pelayanan KAKB 

UGD 

Poly Anak 

Poly Dewasa 

Poly Lansia 

Poly Gigi 

Poly TE 

Laboratorium 

Rekam Medis 

Apotik 

Gudang Obat 

2. Pelayanan Kesehatan Masyarakat Koordinator P2M 

Perbaikan Gizi 

Koordinator UKS 

Koordinator UKGS 



4 
 

 

Perkesmas 

Koordinator PTM 

Koordinator Kesehatan Olahraga 

Sumber: Puskesmas Bangkinang Kota 

Badan Penyelenggara Jminan Sosial Kesehatan yang selanjutnya 

disebut BPJS Kesehatan adalah badan hukum yang dibentuk untuk 

menyelenggarakan program Jaminan Kesehatan. Terdapat dua peserta yaitu 

peserta bukan PBI (Bukan Penerima Bantuan Iuran) atau masyarakat non 

miskin premi dibayar sendiri oleh peserta dan peserta PBI (Penerima Bantuan 

Iuran), premi dibayarkan oleh pemerintah maksudnya orang miskin atau 

orang yang tidak mampu. Menurut Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan 

Sosial Kesehatan No.1 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pelayanan kesehatan 

bagi peserta BPJS terdiri dari fasilitas kesehatan tingkat pertama dan fasilitas 

kesehatan tingkat lanjut. 

Fasilitas kesehatan tingkat pertama yang terdiri dari puskesmas atau 

yang setara, praktik dokter, praktik dokter gigi, klinik pratama atau yang 

setara termasuk fasilitas kesehatan tingkat pertama milik TNI/Polri, dan 

rumah sakit kelas D pratama atau yang setara. Sedangkan fasilitas kesehatan 

tingkat lanjut merupakan rujukan yang telah di pilih oleh pasien sendiri 

setelah terdaftar sebagai peserta BPJS. Fasilitas kesehatan tingkat lanjut 

terdiri dari rumah sakit dan balai kesehatan. Salah satu pelayanan kesehatan 

yang bekerja sama dengan BPJS kesehatan adalah puskesmas yang mana 

puskesmas merupakan fasilitas kesehatan tingkat pertama. 
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Untuk mengetahui jumlah peserta BPJS Kesehatan di Puskesmas 

Bangkinang Kota selama tiga tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah 

ini: 

Tabel 1.2 : Jumlah Pengguna Kartu BPJS Kesehatan di 

Puskesmas Bangkinang Kota Tahun 2016 sampai 2018 

No Wilayah 2016 2017 2018 

1 Kelurahan Langgini 1.849 2.104 2.578 

2 Kelurahan Bangkinang 1.388 1.725 2.021 

3 Desa Ridan Permai 976 1.128 1.438 

4 Desa Kumantan 1.169 1.437 1.915 

5 Luar Wilayah 1.421 1.892 2.198 

Jumlah 6.803 8.286 10.150 

Sumber: Puskesmas Bangkinang Kota 

Berdasarkan tabel 1.1 di atas, menunjukkan jumlah peserta BPJS 

Kesehatan di Puskesmas Bnagkinang Kota selama tiga tahun terakhir. 

Wilayah bangkinang kota terdiri dari empat wilayah, yaitu Kelurahan 

Langgini, Kelurahan Bangkinang, Desa Ridan Permai dan Desa Kumantan. 

Puskesmas Bangkinang Kota tidak hanya menerima pengguna kartu BPJS 

dari dalam wilayah tetapi juga merima peserta BPJS dari luar wilayah 

Bangkinang Kota. Jumlah keseluruhan peserta BPJS Kesehatan pada tahun 

2016 berjumlah 6.803 orang, tahun 2017 peserta kartu BPJS berjumlah 8.286 

orang sedangkan pada tahun 2018 peserta kartu BPJS berjumlah 10.150 

orang. Sehingga dapat diketahui bahwa jumlah pasien peserta BPJS 

Kesehatan pada Puskesmas Bangkinang Kota tiap tahunnya mengalami 

peningkatan. 
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Agar tercapainya kepuasan peserta BPJS Kesehatan diperlukan 

peningkatan standar dalam menjaga mutu pelayanan  yang mengacu pada 

kualitas pelayanan dan fasilitas kesehatan agar dapat memenuhi kepuasan 

pasien atau masyarakat (Juliana, 2008). 

Pasien baru merasa akan puas apabila kinerja layanan kesehatan yang 

diperolehnya sesuai dengan harapannya. Maka dapat disimpulkan kepuasan 

pasien merupakan suatu tingkat perasaan pasien yang timbul dikarenakan 

hasil dari membandingkan kinerja layanan kesehatan yang diterimanya 

dengan apa yang diharapkannya (Imbalo, 2006). 

Masyarakat menganggap pelayanan Puskesmas Bankinang Kota 

kurang bermutu, hal ini terkait dengan jam kerja unit pelayanan puskesmas 

yang terbatas, pelayanan puskesmas kurang memadai dan kinerja staf yang 

kurang profesional. 

Berdasarkan pengamatan awal yang dilakukan penulis, dapat 

diketahui pelayanan puskesmas belum mendukung untuk menangani peserta 

BPJS Kesehatan, sehingga banyak pasien harus di rujuk kerumah sakit. Dan 

terkadang terjadi antrian panjang pasien di puskesmas karna petugas yang 

kurang disiplin waktu. Masalah tersebut terjadi karena rendahnya motivasi 

atau semangat dari dalam diri yang timbul untuk memberikan pelayanan yang 

terbaik kepada masyarakat, dan lemahya leadership dan keterampilan 

manajerial pimpinan dan staf puskesmas. 

Sedangkan keadaan bangunan Puskesmas Bangkinang Kota sudah 

cukup tua dan berumur karena gedung Puskesmas merupakan bekas RSUD 
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Bangkinang Kota. Ruangan-ruangan yang ada di dalam puskesmas ukurannya 

kecil-kecil dan sempit, baik ruangan pemberian pelayanan kepada pasien 

seperti ruang tunggu, ruang pemeriksaan, ruang tindakan dan ruang 

farmasi(obat) maupun ruang kerja pegawai lainnya. Selain sempit, dalam 

ruangan juga terasa panas. 

Berdasarkan latar belakang di atas, maka peneliti tertarik untuk 

melakukan penelitian tentang ”ANALISIS PELAYANAN KESEHATAN 

PESERTA BPJS DI PUSKESMAS BANGKINANG KOTA” 

1.2 Perumusan Masalah 

1. Bagaimanakah Analisis Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di Puskesmas 

Bangkinang Kota? 

2. Apa Saja Kendala dalam Pelayanan Pengguna Kartu BPJS Kesehatan di 

Puskesmas Bangkinang Kota? 

1.3 Batasan Masalah 

Karena luas dan banyaknya masyarakat peserta BPJS Kesehatan yang 

berobat ke Puskesmas Bangkinang Kota, maka penulis fokus pada peserta 

BPJS dari Kecamatan Langgini. 

1.4 Tujuan Penelitian 

1. Untuk Mengetahui Analisa Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di 

Puskesmas Bangkinang Kota? 

2. Untuk Mengetahui Kendala apa saja Dalam Memberikan Pelayanan 

Kepada Pengguna  Kartu BPJS Kesehatan di Puskesmas Bangkinang Kota. 
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1.5  Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Bagi penulis 

Untuk melengkapi dan memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar 

sarjana strata satu (S1) pada Jurusan Administrasi Negara Fakultas 

Ekonomi dan ilmu sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim 

Riau. 

2. Bagi Puskesmas Bangkinang Kota 

  Penelitian ini hendaknya dapat dijadikan sebagai sumber inormasi 

tentang pelayanan terhadap pengguna kartu BPJS kesehatan yang baik. 

3. Bagi peneliti 

  Dapat dijadikan sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dalam 

meneliti tentang pelayanan terhadap pengguna kartu BPJS kesehtan. 

1.6  Sistematika Penulisan 

BAB I   : PENDAHULUAN 

Adapun yang terdapat dalam pendahuluan adalah Latar Belakang 

Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian 

dan Sistematika Penulisan. 

BAB II  : LANDASAN TEORI 

Dalam bab ini berisikan tentang landasan teori yang menyangkut 

referensi-referensi dan buku- buku dengan permasalahan yang akan 

di bahas oleh peneliti. 
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BAB III : METODE PENELITIAN 

Dalam bab metode penelitian ini berisikan tentang Jenis Penelitian, 

Lokasi dan Waktu Penelitian, Populasi dan Sampel, Jenis dan 

Sumber Data, Tekhnik Pengumpulan Data dan Analisa. 

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN 

Pada bab ini peneliti menyajikan tentang tempat penelitian, peneliti 

mencoba menggambarkan secara umum tentang tempat peneliti 

dimana peneliti melakukan penelitian. 

BAB V  : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 

Dalam bab hasil penelitian ini, peneliti menjelaskan tentang hasil 

penelitian yang dilakukan dan disusun sedemikian rupa sehingga 

dapat diketahui makhsud dan tujuan dari penelitian ini. 

BAB VI : PENUTUP 

Bab ini merupakan penutup yang mengemukakan kesimpulan dari 

pembahasan terhadap permasalahan yang diteliti.Sebagai tindak 

lanjut dari kesimpulan, penulis mengemukakan beberapa saran 

sebagai bahan pertimbangan. 
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BAB II 

LANDASAN TEORI 

2.1 Pengertian Pelayanan dan Pelayanan Kesehatan 

 Menurut American Marketing Association, seperti yang dikutip oleh 

Donald (dalam Hardiansyah, 2011:10) bahwa pelayanan pada dasarnya 

adalah merupakan kegiatan atau manfaat yang ditawarkan oleh suatu pihak 

kepada pihak lain dan pada hakikatnya tidak berwujud serta tidak 

menghasilkan kepemilikan sesuatu, proses produksinya mungkin juga tidak 

dikaitkan dengan suatu produk fisik. Artinya, pelayanan yang dimaksud disini 

adalah berupa kegiatan dalam memberikan pemanfaatan suatu produk yang 

diberikan namun bukan dalam bentuk yang terlihat ataupun yang biasa 

disebut barang, tetapi makna pelayanan disini adalah produk yang diberikan 

atau ditawarkan merupakan jasa, dan jasa itu hanya dapat dirasakan dan 

dialami oleh penerima pelayanan. Sejalan dengan yang dikatakan Sinambela 

(dalam Harbani Pasolong, 2013:128) bahwa pelayanan publik adalah sebagai 

setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia 

yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan 

atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat 

pada suatu produk secara fisik. 

 Agung Kurniawan (dalam Harbani Pasolong, 2013:128) mengatakan 

bahwa pelayanan publik adalah pemberian pelayanan (melayani) keperluan 

orang lain atau masyarakat yang mempunyai kepentingan pada organisasi itu 

sesuai dengan aturan pokok dan tata cara yang telah ditetapkan. 
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Selanjutnya, menurut pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009, 

pelayanan publik adalah kegiatan atau ragkaian kegiatan dalam rangka 

pemenuhan kebuthan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-

undangan bagi setiapa warga Negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau 

pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik 

yang seanjutnya disebut penyelenggara adalah setiap institusi penyelenggara 

negara, korporasi, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan Undang-

Undang untuk kegiatan pelayanan publik, dan badan hukum lain yang 

dibentuk semata-mata untuk kegiatan pelayanan publik. Lembaga independen 

disini yang dimaksud merupakan seperti BUMN dan BUMD yang dibuat oleh 

pemerintah yang juga diberdayakan untuk pemenuhan akan kebutuhan 

masyarakat. 

 Berdasarkan Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara 

Nomor 63 Tahun 2003 (dalam Hardiansyah, 2011:11), pelayanan publik 

adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah 

di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan Usaha Milik Negara atau Badan 

Usaha Milik Daerah dalam bentuk barang dan atau jasa, baik dalam rangka 

upaya pemenuhan kebutuhan masyarakat maupun dalam rangka pelaksanaan 

ketentuan peraturan perundang-undangan. Sehingga, pelayanan publik 

berdasarkan definisi-definisi di atas, merupakan bentuk dan tanggungjawab 

pemerintah kepada masyarakat dengan memberikan pemenuhan kebutuhan, 

baik berupa barang maupun jasa dan diberikan oleh pemerintah secara 

langsung maupun kerjasamanya dengan pihak swasta dan masyarakat lainnya. 
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 Sedangkan menurut Lijan Poltak Sinambela (2010:5) pelayanan 

publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh 

penyelenggara negara. Negara di dirikan oleh publik (masyarakat). Pada 

hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah haruslah dapat memenuhi 

kebutuhan masyarakat. 

 Agus Dwiyanto (2015:20) menjelaskan bahwa pelayanan untuk 

memenuhi hak dan kebutuhan dasar merupakan pelayanan publik, karena itu 

negara harus menjamin akses negaranya terhadap pelayanan tersebut. 

Pelayanan pendidikan dan pelayanan kesehatan umum menjadi pelayanan 

dasar yang dijamin oleh negara. 

 Pemerintah dalam bentuk tanggungjawabnya kepada masyarakat 

memberi pelayanan berupa barang dan jasa, sejalan dengan yang di tulis oleh 

Pemudji (dalam Hardiansyah, 2011:18) jasa pelayanan pemerintah yaitu 

berbagai kegiatan yang bertujuan memenuhi kebutuhan masyarakat akan 

barang-barang dan jasa-jasa. Selanjutnya, menurut Mahmudi (dalam 

Hardiansyah, 2011:20) pelayanan publik yang harus diberikan oleh 

pemerintah dapat diklasifikasikan ke dalam dua kategori utama yaitu 

pelayanan umum dan kebutuhan dasar. Dimana pelayanan kebutuhan dasar 

ini salah satunya adalah kesehatan. 

 Kesehatan sebagai kebutuhan dasar masyarakat, merupakan 

tanggungjawab pemerintah dalam pemenuhannya. Sejalan dengan yang di 

ungkapkan Dedi Alamsyah (2012:21) pelayanan kesehatan adalah bagian dari 
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pelayanan kesehatan yang tujuan utamanya adalah untuk meningkatkan 

kesehatan dan mencegah penyakit dengan sasaran utamanya adalah 

masyarakat. Karena ruang lingkup pelayanan kesehatan masyarakat 

menyangkut kepentingan masyarakat banyak, maka peran pemerintah dalam 

pelayanan kesehatan masyarakat cukup besar. 

 Menurut Notoatmodjo (dalam Dedi Alamsyah, 2012:21) manajemen 

kesehatan adalah penerapan manajemen umum dalam sistem pelayanan 

kesehatan masyarakat sehingga yang menjadi objek atau sasaran manajemen 

adalah sistem pelayanan kesehatan masyarakat. 

2.2 Asas-Asas Pelayanan Publik 

Bahwa pelayanan publik dilakukan untuk memberikan kepuasan bagi 

pengguna jasa, karena itu penyelenggaraannya membutuhkan asas-asas 

pelayanan. Dan juga digunakan untuk lebih mengoptimalisasikan pedoman 

penyelenggaraan pelayanan publik, harus memperhatikan asas-asas yang 

termuat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. 

 Adapun asas-asas pelayanan menurut Keputusan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 sebagai berikut: 

a. Transparansi bersifat terbuka, mudah dan dapat diakses oleh semua pihak 

yang membutuhkan dan disediakan secara memadai serta mudah 

dimengerti. 

b. Akuntabilitas. Dapat dipertanggung jawabkan sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 
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c. Kondisional. Sesuai dengan kondisi dan kemampuan pemberi dan 

penerima pelayanan dengan tetap berpegang pada prinsip efisiensi dan 

efektivitas. 

d. Partisifatif. Mendorong serta masyarakat dalam penyelenggaraan 

pelayanan publik dengan memperhatikan aspirasi, kebutuhan dan 

harapan masyarakat. 

e. Kesamaan hak. Tidak diskriminati dalam arti tidak membedakan suku, ras, 

agama, golongan, gender dan status ekonomi. 

f. Keseimbangan hak dan kewajiban. Pemberi dan penerima pelayanan 

publik harus memenuhi hak dan keajiban masing-masing pihak. 

Sedangkan menurut pasal 4 UU Nomor 25 Tahun 2009, 

penyelenggaran pelayanan publik berdasarkan: 

a. Kepentingan umum 

b. Kepastian hukum 

c. Kesamaan hak 

d. Keseimbangan hak dan kewajiban 

e. Keprofesionalan 

f. Partisifatif 

g. Persamaan perlakuan atau tidak diskriminatif 

h. Keterbukaan 

i. Akuntabilitas 

j. Fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan 

k. Ketepatan waktu 
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l. Kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan 

Pelayanan kesehatan mempunyai sifat: 

1. Hak asasi manusia. Layanan kesehatan dilaksanakan atas dasar kebutuhan 

bukan atas dasar kemampuan membayar, karena pada dasarnya kesehatan 

merupakan hak asasi manusia. 

2. Uncertainty. Kejadian sakit tidak dapat diprediksi, sehingga setiap orang 

tidak dapat memastikan kapan dia memerlukan layanan kesehatan tertentu. 

3. Consumer ignorance. Konsumen layanan kesehatan sangat tergantung 

kepada enyedia layanan kesehatan tentang jenis dan jumlah layanan yang 

harus dibeli serta tempat memperoleh layanan kesehatan tersebut. 

4. Eksternalitas. Konsumsi layanan kesehatan tidak saja bermanfaat bagi 

pembeli itu sendiri, namun juga dapat bermanfaat bagi orang lain yang 

tidak membeli. Dampak yang dialami oleh orang lain sebagai akibat 

perbuatan seseorang, disebut efek eksternalitas. 

5. Padat karya dan padat modal. Layanan kesehatan tidak dapat bebas dari 

input manusia, sehingga dalam penyelenggaraannya bersifat padat karya. 

Semakin berkembangnya layanan kesehatan spesialis dan sub spesialis 

menyebabkan layanan kesehatan bukan hanya padat karya, tetapi sekaligus 

juga padat modal. Keadaan ini memberikan kontribusi terhadap tingginya 

biaya layanan kesehatan. 

6. Mix output. Suatu program kesehatan dapat menhasilkan berbagai macam 

layanan kesehatan. Begitu juga satu jenis penyakit dapat saja memerlukan 

berbagai macam layanan kesehatan yang terdiri dari sejumlah pemeriksaan 
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diagnosis, perawatan, pengobatan sampai konseling. Kebutuhan layanan 

kesehatan setiap orang bervariasi tergantung dari jenis penyakitnya dan 

siapa providernya. 

7. Sebagai barang konsumsi atau investasi. Slogan tentang kesehatan adalah 

investasi telah sering didengar dan diucapkan. Namun kenyataannya, saat 

ini masih ada yang melihat layanan kesehatan hanya sebagai barang 

konsumsi. 

8. Restriksi kompetisi. Layanan kesehatan mempunyai kode etik yang harus 

dipenuhi dan mempunyai keterbatasan untuk berkompetisi. Namun 

demikian, promosi tetap diperbolehkan selama tidak melanggar kode etik. 

Keterbatasan-keterbatasan tersebut menyebabkan mekanisme pasar secara 

umum. Diperukan regulasi yang kuat, sehingga layanan kesehatan dapat 

dimanfaatkan oleh semua lapisan masyarakat yang membutuhkan. (dalam 

Ekowati Retnaningsih,2013:29) 

2.3 Prinsip-Prinsip Pelayanan Publik 

Dalam penyelenggaraan pelayanan publik perlu untuk memperhatikan 

dan menerapkan pedoman-pedoman seperti prinsip pelayanan publik. 

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 

Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan 

Survei Kepuasaan Masyarakat Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu: 

1. Persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 
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2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

4. Biaya/Tarif. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan 

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil 

dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang 

harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan. 

8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan 

dan tindak lanjut. 
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9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses 

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang 

bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak 

bergerak (gedung). 

 Dalam Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Nomor 

63/KEP/M.PAN/7/2003 Tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan 

Pelayanan Publik, ada sepuluh prinsip pelayanan publik , adalah sebagai 

berikut: 

a. Kesederhanaan. Prosedur pelayanan publik tidak berbelit-belit, mudah 

dipahami, dan mudah dilaksanakan. 

b. Kejelasan. 

1. Persyaratan teknis dan administratif pelayanan publik. 

2. Unit kerja atau pejabat yang berwenang dan bertanggungjawab dalam 

memberikan pelayanan dan penyelesaian keluhan / persoalan / sengketa 

dalam pelaksanaan peayanan publik. 

3. Rincian biaya pelayanan publik dapat di selesaikan dalam kurun waktu 

yang telah ditentukan 

c. Kepatian Waktu. Pelaksanaan pelayanan publik dapat diselesaikan dalam 

kurun waktu yang telah ditentukan. 

d. Akurasi. Produk pelayanan publik diterima dengan benar, dan sah. 
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e. Keamanan. Proses dan produk pelayanan publik memberikan rasa aman 

dan kepastian hukum. 

f. Tanggungjawab. Pimpinan penyelenggara pelayanan publik atau pejabat 

yang ditunjuk bertanggungjawab atas penyelenggaraan pelayanan dan 

penyelesaian keluhan / persoalan dalam pelaksanaan pelayanan publik. 

g. Kelengkapan saranan dan prasarana kerja. Peralatan kerja dan pendukung 

lainnya yang memadai termasuk penyediaan sarana teknologi, 

telekomunikasi, dan informatika (telematika), 

h. Kemudahan akses. Tempat dan lokasi sarana prasarana pelayanan yang 

memadai, mudah dijangkau oleh masyarakat dan dapat memanfaatkan 

teknologi komunikasi dan informasi. 

i. Kedisiplinan, kesopanan, dan keramahan. Pemberi pelayanan harus 

bersikap disiplin, sopan, dan santun, ramah, serta memberikan pelayanan 

dengan ikhlas. 

j. Kenyamanan. Lingkungan pelayanan harus tertib, teratur, disediakan ruang 

tunggu yang nyaman, bersih, rapi, lingkungan yang indah dan sehat, serta 

dilengkapi dengan fasilitas pendukung pelayanan seperti parkir, toilet, 

tempat ibadah, dan lainnya. 

2.4 Standar Pelayanan Publik 

Menurut Hardiansyah (2011:28), setiap penyelenggaraan pelayanan 

publik harus memiliki standar pelayanan. Standar pelayanan merupakan 

ukuran yang dilakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik sebagai 

pedoman yang wajib ditaati dan di laksanakan oleh penyelenggaraan 
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pelayanan, dan menjadi pedoman bagi penerima pelayanan dalam proses 

pengajuan permohonan, serta sebagai alat kontrol masyarakat dan / atau 

penerima layanan atas kinerja penyelenggara pelayanan. 

Adapun standar pelayanan dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003: 

a. Prosedur Pelayanan. Prosedur pelayanan yang dilakukan bagi pemberi dan 

penerima pelayanan termasuk pengaduan. 

b. Waktu Penyelesaian. Waktu penyelesaian yang ditetapkan sejak saat 

pengajuan permohonan sampai dengan penyelesaian pelayanan termasuk 

pengaduan. 

c. Biaya Pelayanan. Biaya atau tarif pelayanan termasuk rincian yang 

ditetapkan dalam proses pemberian pelayanan. 

d. Produk Pelayanan. Hasil pelayanan yang akan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. 

e. Sarana dan prasarana. Penyediaan sarana dan prasarana pelayanan yang 

memadai oleh penyelenggara pelayanan publik. 

f. Kompetensi petugas pemberi pelayanan. Kompetensi petugas pemberi 

pelayanan harus ditetapkan dengan tetap berdasarkan pengetahuan, 

keahlian, keterampilan, sikap, dan perilaku yang dibutuhkan. (Nomensen 

Sinamo, 2015:83). 

Selanjutnya untuk melengkapi standar pelayanan tersebut di atas 

menurut Hardiansyah, (2012:28), ditambahkan mataeri muatan yang dikutip 

dari rancangan Undang-Undang tentang pelayanan publik. Karena dianggap 
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cukup realistis untuk menjadi materi muatan standar pelayanan publik, 

sehingga susunannya sebagai berikut: 

a. Dasar Hukum. 

b. Persyaratan. 

c. Prosedur Pelayanan. 

d. Waktu Pelayanan. 

e. Biaya Pelayanan. 

f. Produk Pelayanan. 

g. Sarana dan Prasarana. 

h. Kompetensi Petugas Pelayanan. 

i. Pengawasan Intern. 

j. Pengawasan Extern. 

k. Penanganan Pengaduan, Sasaran dan Masukan. 

l. Jaminan Pelayanan. 

 Berdasrkan standar pelayanan yang telah dikemukan tadi, apabila oleh 

penyelenggara pelayanan dilaksanakan dengan sesuai maka dapat dikatakan 

pelayanan yang diberikan merupakan pelayanan yang berkualitas. Karena, 

pada hakikatnya pelayanan yang diberikan itu haruslah sesuai dengan 

kebutuhan masyarakat atau bahkan lebih. Pelayanan dikatakan berkualitas 

atau memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan 

harapan masyarakat. Karena itu, kualitas pelayanan sangat penting dan selalu 

fokus kepada kepuasan pelanggan. Kepuasan disini berkaitan dengan persepsi 

masyarakat terhadap kenyataan dari realitas yang ada dibandingkan dengan 
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harapan-harapan yang ada, seperti yang dikatakan oleh Fitzsimmons and 

Fitzsimmons (dalam Hardiansyah, 2011:36) kepuasan pelanggan adalah 

”costumer satisvaction is costumers perception that a supplier has met or 

exceeded their expectation”. 

Selanjutnaya Fitzsimmons and Fitzsimmons (dalam Hardiansyah, 2011:36) 

menyatakan bahwa agar persepsi masyarakat terhadap layanan yang diberikan 

pemerintah semakin tetap terjaga kebermutuannya, perlu dilakukan 

pengukuran kepuasan pelanggan dengan cara: 

1. Mengetahui sejauh mana pelanggan yang lari atau pindah kepada penyedia 

layanan lainnya. Dalam konteks pelayanan publik dimana pelayanan 

dilakukan secara monopolistik dimana konsumen tidak bisa memilih, 

maka kerugiannya bukan berpindahnya pelanggan tetapi ketidak pedulian 

masyarakat akan layananan atau pembangunan yang dilakukan. 

2. Mengetahui kesengjangan pelayanan yaitu kesenjangan antara harapan dan 

pengalaman yaitu dengan cara melihat kesenjangan antara pelayanan yang 

diberikan atau diharapkan pelanggan dengan pelayanan yang dirasakan 

oleh penerima pelayanan. 

Berkaitan dengan kepuasan pelanggan yang diakibatkan oleh 

pelayanan yang berkualitas atau tidak, Zeithhaml, Parasurman, dan Berry 

mengatakan untuk mengetahui kualitas pelayanan yang dirasakan secara 

nyata oleh konsumen, ada indikator ukuran kepuasan konsumen yang terletak 

pada lima dimensi kualitas pelayanan menurut apa yang dikatakan konsumen. 
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Kelima dimensi servequel tersebut adalah (dalam Harbani Pasolong, 

2013:135) : 

1. Tangibles. Kualitas pelayanan berupa sarana fisik perkantoran, 

komputerisasi administrasi, ruang tunggu, tempat informasi. 

2. Reliability. Kemampuan dan keandalan untuk menyediakan layanan yang 

terpercaya. 

3. Responsivess. Kesanggupan untuk membantu dan menyediakan 

perlayanan secara cepat dan cepat, serta tanggap terhadap keinginan 

konsumen. 

4. Assurance. Kemampuan dan keramahan serta sopan santun pegawai dalam 

meyakinkan kepercayaan konsumen. 

5. Empathy. Sikap tegas tetapi penuh perhatian dari pegawai terhadap 

konsumen. 

Nugroho (dalam Paimin Napitupulu, 2012:172) menjelaskan secara 

lengkap 10 kriteria pemilihan kualitas yang selalu digunkan konsumen yakni: 

1. Credibility. Dapat dipercaya dan jujur. 

2. Security. Bebas dari bahaya dan keraguan. 

3. Accessibility. Mudah di hubungi dan di datangi. 

4. Communications. Mendengarkan konsumen dan dapat memberikan 

informasi yang jelas. 

5. Understanding the costumer. Kemampuan memahami dan menangani 

kebutuhan konsumen. 

6. Tangibles. Penampilan fisik, peralatan, karyawan dan alat-alat. 



24 
 

 

7. Reliability. Kemampuan menghasilkan jasa sesuai janji, teliti dan dapat di 

andalkan. 

8. Responsiveness. Kesediaan dan kemampuan membantu konsumen dan 

menghasilkan jasa dengan cepat, tepat dan tanggap. 

9. Competence. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang dibutuhkan untuk 

menghasilkan jasa. 

10. Sopan, ramah, penuh perhatian dan bersahabat. 

Dengan berbagai macam kriteria kualitas pelayanan yang baik, yang 

diungkapkan oleh penulis-penulis diatas, maka masyarakat selaku pengguna 

jasa pelayanan setidaknya dapat mengetahui sudah sejauh mana pelayanan 

yang diberikan oleh pihak pemerintah. Pemerintah sendiri telah berusaha 

untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan mengeluarkan 

instrumen pengukuran kepuasan publik atau dalam istilah baku dalam 

Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan 

Instansi Pemerintah yang tertera dalam Keputusan Menteri Pendayagunaan 

Aparatur Negara Nomor: KEP/25M.PAN/2/2004 disebut indeks kepuasaan 

masyarakat. Dari kebijakan ini dapat diketahui setidaknya suatu institusi 

pemerintah yang menyelenggarakan pelayanan publik dapat diukur dalam 14 

indikator, yaitu: 

1. Prosedur pelayanan. Kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan 

kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan. 

2. Prasyarat pelayanan. Prasyarat teknis dan administrative yang diperlukan 

untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanan. 
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3. Kejelasan petugas pelayanan. Keberadaan dan kepastian petugas yang 

memberikan (nama, jabatan, serta kewenangan dan tanggung jawab). 

4. Kedisipinan petugas pelayanan. Kesungguhan petugas dalam memberikan 

pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan 

yang berlaku. 

5. Tanggung jawab petugas pelayanan. Kejelasan wewenang dan tanggung 

jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan 

6. Kemampuan petugas pelayanan. Tingkat keahlian dan keterampilan yang 

dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada 

masyarakat. 

7. Kecepatan pelayanan. Target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam 

waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggaraan pelayanan. 

8. Keadilan mendapatkan pelayanan. Pelaksanaan pelayanan dengan tidak 

membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani. 

9. Kesopanan dan keramahan petugas. Sikap dan perilaku petugas dalam 

memberikan pelayanan kepada masyarakat serta sopan dan ramah serta 

saling menghargai dan menghormati. 

10. Kewajaran biaya pelayanan. Keterjangkauan masyarakat terhadap 

besarnya biaya ditentukan oleh unit pelayanan. 

11. Kepastian biaya pelayanan. Kesesuaian antara biaya yang dibayarkan 

kepada biaya yang telah ditetapkan. 

12. Kepastian jadwal pelayanan. Pelaksanaan waktu pelayanan sesuai dengan 

ketentuang yang ditetapkan. 
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13. Kenyamanan lingkungan. Kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang 

bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada 

penerima pelayanan. 

14. Keamanan pelayanan. Terjaminnya tingkat keamanan unit 

penyelenggaraan pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga 

masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-

resiko yang di akibatkan dari pelaksanaan pelayanan. (Dwiyanto 

Indiahono, 2009:74) 

2.5 Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) 

Pusat Kesehatan Masyarakat yang dikenal dengan sebutan Puskesmas 

adalah Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) yang bertanggung jawab 

atas kesehatan masyarakat diwilayah kerjanya pada suatu atau bagian wilayah 

kecamatan. Puskesmas sebagi tulang punggung penyelenggaraan upaya 

pelayanan kesehatan dasar bagi masyarakat di wilayah kerjanya berperan 

menyelenggarakan upaya kesehatan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan 

dan kemampuan hidup sehat bagi setiap penduduk agar memperoleh derajat 

kesehatan yang optimal (Permenkes No. 44 Tahun 2016). 

Puskesmas merupakan organisasi nirlaba yaitu organisasi yang 

tujuannya bukanlah mencari keuntungan melainkan memberikan pelayanan 

sesuai dengan visi dan misi nya. Pada kakekatnya puskesmas adalah salah 

satu jenis industry jasa. Oleh karena itu puskesmas harus patuh pada kedah-

kaedah bisnis dengan peran fungsi manajerialnya. 
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Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 

951/MENKES/SK.VII/2000, tentang upaya kesehatan Dasar di Puskesmas. 

Salah satu bentuk pelayanan publik yang dilaksanakan oleh pemerintah 

adalah pemenuhan kebutuhan kesehatan masyarakat. Reformasi dibidang 

kesehatan dilaksanakan untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan 

menjadikannya lebih efisien, efektif serta dapat dijangkau oleh seluruh 

lapisan masyarakat. Seperti yang tertuang dalam Keputusan Menteri 

Kesehatan Republik Indonesia No.951/Menkes/SK/VI/2000 yaitu bahwa 

tujuan pembangunan kesehatan adalah untuk meningkatkan kesadaran, 

kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat 

kesehatan masyarakat yang optimal. 

Dalam Peraturan Menteri Kesehatn Nomor 75 Tahun 2014 tentang 

Pusat Kesehatan Masyarakat, dinyatakan bahwa Puskesmas berfungsi 

menyelenggarakan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKM) dan Upaya 

Kesehatan Perorangan (UKP) tingkat pertama dengan lebih mengutamakan 

upaya promotif dan preventif.  

Puskesmas merupakan intitusi yang menyenggarakan pelayanan 

kesehatan di jejang tingkat pertama yang terlibat langsung dengan 

masyarakat. Puskesmas tetap memiliki fasilitas yang bisa diandalkan untuk 

melayani pasien. Fasilitas kesehatan dan pelayanan yang bisa di dapatkan di 

puskesmas terdiri atas rawat jalan dan rawat inap. Pelayanan kesehatan di 

puskesmas memang tidak selangkap rumah sakit, namun pasien masih bisa 

mendapatkan perawatan yang memadai, seperti: 
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1. Rawat jalan tingkat pertama. 

 Memeberikan pelayanan pencegahan penyakit, konsultasi, dan saran 

pengobatan pada pasien yang tidak membutuhkan rawat inap. 

2. Rawat inap tingkat pertama. 

Penanganan rawat jalan yang disertai tambahan fasilitas rawat inap 

sesuai indikasi medis. 

3. Pelayanan skrining kesehatan. 

Layanan yang diberikan untuk pasien dengan risiko penyakit kronis, 

seperti diabetes tipe 2, hipertensi dan kanker serviks. 

4. Pelayanan kesehatan ibu dan anak. 

Pemeriksaan kesehatan ibu hamil, membantu persalinan, perawatan 

pada masa nifas, menyusui, program keluarga berencana (KB), serta 

imunisasi dasar bagi bayi dan anak. Khusus dalam membantu persalinan 

normal, puskesmas juga dapat menyediakan layanan rawat jalan. 

Puskesmas sangat penting keberadaannya dalam melaksanakan tugas 

dan fungsi pembagunan kesehatan yang telah ditetapkan oleh Dinas 

Kesehatan Kabupaten berdasarkan geografi, demografi, sarana dan prasarana, 

tansportasi, maslah kesehatan setempat, keadaan sumber daya yang dimiliki 

serta beban kerja yang diemban Puskesmas. Puskesmas mempuyai tugas 

melaksanakan kebijakan kesehatan untuk mencapai tujuan pembangunan 

kesehatan diwilayah kerjanya dalam rangka mendukung terwajudnya 

kecamatan sehat. 
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2.6 BPJS (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial) Kesehatan  

 BPJS Kesehatan (Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial Kesehatan) 

merupakan Badan Usaha Milik Negara yang ditugaskan khusus oleh 

pemerintah untuk menyelenggarakan jaminan pemeliharaan kesehatan bagi 

seluruh rakyat Indonesia.Terutama untuk Pegawai Negeri Sipil, Penerima 

Pensiun PNS dan TNI/POLRI, Veteran, Perintis Kemerdekaan beserta 

kelurganya dan Badan Usaha lainnya ataupun rakyat biasa 

(https://id.m.wikipedia.org/wiki/BPJS_Kesehatan). 

 Berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 pasal 60 pada 1 

Januari 2014 pemerintah mengoperasikan BPJS Kesehatan atas perintah UU 

BPJS. Sejak di operasikannya BPJS Kesehatan pada 1 Januari 2014, BPJS 

Kesehatan melaksanakan program jaminan kesehatan nasional dimana 

seluruh masyarakat Indonesia pemegang kartu BPJS Kesehatan mendapatkan 

pelayanan pemeliharaan kesehatan. 

 Dasar Hukum BPJS Kesehatan: 

1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyeleggaran 

Jaminan Sosial. 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial 

Nasional, Pasal 5 ayat (1) dan pasal 52. 

Yang tergolong dalam peserta BPJS Kesehatan adalah setiap orang, 

termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 bulan di Indonesia, yang 

telah membayar iuran, meliputi: 
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1. Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI) : fakir miskin dan orang 

tidak mampu, dengan penetapan peserta sesuai ketentuan perundang-

undangan. 

2. Bukan Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan ( Non PBI) : terdiri 

dari: 

a. Pekerja penerima upah dan keluarganya 

1. Pegawai Negeri Sipil 

2. Anggota TNI 

3. Anggota Polri 

4. Pejabat Negara 

5. Pegawai Pemeintah non Pegawai Negeri 

6. Pegawai swasta 

7. Pekerja yang tidak masuk angka 1sd 6 yang menerima upah 

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. 

b. Pekerja bukan penerima upah dan keluarganya 

1. Pekerja di luar hubungan kerja atau pekerja mandiri. 

2. Pekerja yang tidak termasuk angka 1 yang bukan penerima upah. 

Termasuk WNA yang bekerja di Indonesia paling singkat 6 bulan. 

c. Bukan pekerja dan anggota keluarganya 

1. Investor. 

2. Pemberi Kerja. 

3. Penerima Pensiun, terdiri dari: 

a) Pegawai Negeri Sipil yang berhenti dengan hak pensiun. 
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b) Anggota TNI dan Anggota Polri yang berhenti dengan hak 

pensiun. 

c) Pejabat Negara yang berhenti dengan hak pensiun. 

d) Janda, duda, anak yatim piatu dari penerima pensiun yang 

mendapat hak pensiun. 

e) Penerima pensiun lain, dan 

f) Janda, duda, atau anak yatim piatu dari penerima pensiun lain 

yang mendapat hak pensiun. 

d. Veteran. 

e. Perintis Kemerdekaan. 

f. Janda, duda, atau anak yatim piatu dari Veeran atau Perintis 

Kemerdekaan, dan 

g. Bukan pekerja yang tidak termasuk angka 1 sd 5 yang mampu 

membayar iuran (Buku Panduan Layanan Kesehatan Bagi Peserta 

BPJS Kesehatan, 2014:1) 

Adapun iuran yang di tetapkan bagi pengguna kartu BPJS adalah sebagai 

berikut: 

1. Bagi peserta bantuan iuaran (PBI) jaminan kesehatan iuran dibayar 

pemerintah. 

2. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja pada lembaga 

pemerintah terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota TNI, Anggota Polri, 

pejabat negara, dan pegawai pemerintah non pegawai negeri sebesar 5% 
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dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan: 3% dibayar oleh pemberi 

kerja dan 2% dibayar oleh peserta. 

3. Iuran bagi peserta pekerja penerima upah yang bekerja di BUMN, BUMD 

dan swasta sebesar 4,5% dari gaji atau upah perbulan dengan ketentuan: 

4% dibayar oleh pemberi kerja dan 0,5% dibayar oleh peserta. 

4. Iuran untuk keluarga tambahan pekerja penerima upah yang terdiri dari 

anak ke 4 dan seterusnya, ayah, ibu dan mertua, besaran iuran sebesar 1% 

dari gaji atau upah per orang per bulan, dibayar oleh pekerja penerima 

upah. 

5. Iuran bagi kerabat lain dari pekerja penerima upah (seperti saudara 

kandung/ipar, asisten rumah tangga, dll) peserta pekerja bukan penerima 

upah serta iuran peserta bukan pekerja adalah sebesar: 

a. Sebesar Rp.25.500 (dua puluh lima ribu lima ratus rupiah) per orang per 

bulan dengan manfaat pelayann di ruang perawatan kelas III. 

b. Sebesar Rp.42.500(e mpat puluh dua ribu lima ratus rupiah) per orang 

per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas II. 

c. Sebesar Rp.59.500 (lima puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) per 

orang per bulan dengan manfaat pelayanan di ruang perawatan kelas I. 

6. Iuran jaminan kesehatan bagi veteran, perintis kemerdekaan, dan janda, 

duda, atau anak yatim piatu dari veteran atau perintis kemerdekaan, 

iurannya ditetapkan 5% dari 45% gaji pokok Pegawai Negeri Sipil 

golongan III/a dengan masa kerja 14 tahun per bulan dibayar oleh 

pemerintah. 

7. Pembayaran iuran paling lambat tanggal 10 setiap bulan. (Buka Panduan 

Layanan Bagi Peserta Bpjs Kesehatan 2014:21) 
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2.7 Penelitian Terdahulu 

 Peneitian terdahulu berfungsi pendukung untuk melakukan penelitian. 

Berikut beberapa penelitian lain yang dijadikan acuan dalam penelitian ini 

antara lain yaitu: 

1. Penelitian yang dilakukan oleh Defa Septia (2017), dengan judul Kepuasan 

Terhadap Kualitas Pelayanan BPJS Kesehatan (Studi kasus di Rumah 

Sakit Abdul Moeloek Provinsi Lampung). Hasil penelitian ini adalah 

menunjukan bahwa kepuasan peserta BPJS terhadap kualitas pelayanan 

BPJS kesehatan di Rumah Sakit Abdul Moeloek provinsi Lampung 

dengan menggunakan metode servqual meliputi tangible, reability, 

responsiveness, assurance, dan emphaty masyarakat belum merasa puas. 

Hal ini ditandai dengan kualitas pelayanan rumah sakit yang masih kurang 

memuaskan. Sehingga pelayanan rumah sakit masih perlu diperbaiki.  

Perbedaan penelitian Defa Septia dengan yang dilakukan penulis 

adalah penelitian Defa Septia dilakukan di Rumah Sakit Abdul Moeloek 

Provinsi Lampung, dengan hasil penelitian kualitas pelayanan yang 

dirasakan masyarakat masih “kurang memuaskan”, sedangkan penulis 

melakukan penelitian di Puskesmas Bangkinang kota dengan hasil 

penelitian secara keseluruhan kepuasan peserta kartu BPJS terhadap 

pelayanan masuk dalam kategori “Cukup Memuaskan”.  

2. Penelitian yang dilakukan oleh Novita Sari dan Eka Komalasari (2016) 

dengan judul “Analisis Pelayanan Pengguna Kartu BPJS Kesehatan 

Pada Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru (Studi Kasus Pasien 
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Rawat Inap dan Rawat Jalan Pada Penderita Penyakit Dlam). Hasil 

penelitian ini adalah: 

1) penyelenggaraan pelayanan penggunaan kartu BPJS Kesehatan pada 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru Khususnya pasien 

rawat inap dan rawat jalan pada penderita penyakit dalam 

dikategorikan cukup baik. Hal ini dilihat mulai dari kesederhanaan 

prosedur pelayanan, kejelasan prosedur pelayanan, kepastian waktu 

prosedur pelayanan, kelengkapan sarana dan prasarana Rumah Sakit, 

tanggungjawab petugas, dan kenyamanan yang diberikan oleh 

Rumah Sakit kepada masyarakat yang melakukan pengobatan di 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina.  

2) Keberhasilan pelayanan penggunaan kartu BPJS Kesehatan pada 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru Khususnya pasien 

rawat inap dan rawat jalan penderita penyakit dalam, tidak terlepas 

dari sumber daya manusia serta upaya-upaya baik dari pihak Rumah 

Sakit itu sendiri, pihak pemerintah, serta pihak BPJS Kesehatan 

untuk lebih memperhatikan masyarakat pengguna kartu BPJS 

Kesehatan. Supaya dalam memberikan jaminan kesehatan kepada 

masyarakat lebih maksimal lagi.  

Dari hasil penelitian ini ada beberapa yang di temukan peneliti dalam 

pelayanan penggunaan kartu BPJS Kesehatan di Rumah Sakit Islam Ibnu 

Sina yaitu: 
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a. Kurangnya kesederhanaan prosedur pelayanan kartu BPJS Kesehatan yang 

membuat adanya perbedaan yang menonjol terhadap masyarakat yang 

menggunakan jalur umum dan pengguna Kartu BPJS Kesehatan.  

b. Kurangnya kejelasan prosedur pelayanan yang diberikan oleh pihak BPJS 

Kesehatan kepada masyarakat pengguna kartu BPJS Kesehatan. Hal ini 

membuat banyaknya masyarakat tidak mengetahui secara jelas alur 

pelayanan BPJS Kesehatan pada Rumah sakit.  

c. Komplent masyarakat tentang kepastian waktu pelayanan yang tidak jelas 

yang diberikan oleh pihak Rumah Sakit ataupun pihak BPJS Kesehatan 

yang ada Di Rumah Sakit tersebut.  

d. Kurangnya fasilitas pendukung, seperti kursih dan ruang tunggu untuk 

keluarga pasien rawat inap  

e. Kurangnya tangungjawab petugas BPJS Kesehatan yang ditugaskan di 

Rumah Sakit Islam Ibnu Sina dalam memberikan informasi kepada 

masyarakat pengguna kartu BPJS Kesehatan.  

f. Dari hasil observasi penulis bahwa kenyaman yang diberikan oleh pihak 

Rumah Sakit telah bisa dikatakan nyaman. Mulai dari lingkungan yang 

tertib dan kerapian terhadap tempat pelayanan.  

Perbedaan penelitian Novita Sari dan Eka Komalasari dengan yang 

dilakukan penulis adalah penelitian Novita Sari dan Eka Komalasari 

dilakukan di Rumah Sakit Islam Ibnu Sina Kota Pekanbaru, dengan hasil 

penelitian kualitas pelayanan yang dirasakan masyarakat “cukup baik”, 

sedangkan penulis melakukan penelitian di Puskesmas Bangkinang kota 
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dengan hasil penelitian secara keseluruhan kepuasan peserta kartu BPJS 

terhadap pelayanan masuk dalam kategori “Cukup Memuaskan”.  

2.8 Pandangan Hukum Islam 

  Islam telah mengajarkan kepada seluruh umat manusia untuk 

senantiasa memeberikan pelayanan yang berkualitas, sebagaimana firman 

Allah SWT dalam Al-Baqarah ayat 267: 

آَٰ أخَْزَجْىاَ لكَُم  تِ مَا كَسَبْتمُْ وَمِمَّ ا۟ أوَفقِىُا۟ مِه طيَِّبََٰ َٰٓأيَُّهاَ ٱلَّذِيهَ ءَامَىىَُٰٓ يََٰ

 َٰٓ مُىا۟ ٱلْخَبيِثَ مِىْهُ تىُفقِىُنَ وَلسَْتمُ بِ ـاَخِذِيهِ إلََِّ هَ ٱلْْرَْضِ ۖ وَلََ تيَمََّ مِّ

َ غَ  ا۟ أنََّ ٱللََّّ  ىىٌِّ حَمِيد  أنَ تغُْمِضُىا۟ فيِهِ ۚ وَٱعْلمَُىَٰٓ
Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan allah) 

sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa 

yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu 

memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, 

padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan 

memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah 

Maha Kaya lagi Maha Terpuji” 

  Apabila ditarik kearah pelayanan publik, maka ayat tersebut dapat 

bermakna birokrat hendaknya melayani dan memperlakukan seseorang 

dengan baik sebagaimana ia melakukan dirinya sendiri. Dalam melayani 

masyarakat, haruslah bagi seorang birokrat merujuk kepada Rasulullah SAW 

melalui sifat-siatnya. 

 Seperti diketahui dalam pelayanan kesehatan terdapat asuhan medis 

dan asuhan keperawatan. Asuhan medis dilaksanakan oleh dokter dan asuhan 

keperawatan di lakukan oleh perawat. Sebagai hamba Allah para dokter dan 

perawat yang bekerja di puskesmas Islam adalah seorang muslim yang 

mempunyai tujuan hidup Hasanah Fid-dunya dan Hasanah Fil-Akhirah. Ia 
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semata-mata mengabdi kepada Allah (Al-An’am, 112) dengan cara menjauhi 

semua larangan Allah (Ali Imron, 110) dan mematuhi semua perintah Allah, 

Rasul-nya dan Ulil Amri. Dokter dan perawat muslim harus menginsyafi 

bahwa mengobati orang sakit karena Allah, adalah suatu amal yang amat 

tinggi nilainya. Dengan demikian, mereka telah melaksanakan dakwah Islam, 

bawa Allah-lah yang telah menurunkan penyakit dan Dia pulalah yang 

menurunkan obatnya. Dokter dan perawat hanya dapat mengenali jenis 

penyakit dan mengobati dan merawat pasien, namun hanya Allah jualah yang 

menyembuhkan. Dokter dan perawat muslim harus menghilangkan anggapan 

bahwa dialah yang menyembuhkan pasiennya. Dengan demikian para dokter 

dan perawat muslim harus menyadari mereka adalah khilafah Allah dalam 

pelayanan kesehatan. 

 Dalam pelayanan kesehatan, Islam telah menetapkan beberapa sifat-

sifat terpuji bagi manusia. Siat-sifat itu harus dimiliki oleh dokter dan perawat 

Muslim. Secara khusus, dokter dan perawat yang melaksanakan pelayanan 

kesehatan harus mempunyai sifat-sifat sebagai berikut: 

1. Tulus ikhlas karena Allah (Al Bayyinah, 5) 

2. Penyantun (Al-A’raf, 56; Al-Baqarah, 263) 

3. Ramah (Ali Imron, 159) 

4. Sabar (Asy-Syura, 43) 

5. Tenang (Hadits, riwayat Ibnu Sa’ad) 

6. Tegas (Hadits riwayat Ahmad dan Buchari) 

7. Patuh dan peraturan (Riwayat Buchari, Muslim dan Abu Daud) 
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8. Bersih (At-Taubah, 108, Al-Muddattsir, 4; Hadits, Riwayat Abu Daud) 

9. Penyimpan rahasia (An-Nisa 148, An-Nur 19, Hadits Riwayat Ibnu 

Majjah, Abu Daud, Muslim, Abu Hurairah) 

10. Dapat dipercaya (Al-Mukminum 1-11, Al-Anfal 27, An-Nisa 58, Hadits 

Riwayat Ahmad) 

11. Bertanggungjawab (Al-Isra’ 36, Hadits Riwayat Ibnu Hibban, Anas bin 

Malik, dan Ahmad) 
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2.9 Kerangka Pemikiran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sumber : Permen PAN No. 14/2017  

 

  

PERMENPAN No 14 Tahun 2017 

PELAYANAN KESEHATAN BAGI PENGGUNA 

BPJS KESEHATAN 

1. Persyaratan Pelayanan 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

3. Waktu Penyelesaian 

4. Biaya/Tarif 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

6. Kompetensi Pelaksana 

7. Perilaku Pelaksana 

8. Penanganan Pengaduan 

9. Sarana dan prasarana 

 

KEPUASAN MASYARAKAT 
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2.10 Defenisi Konsep 

 Defenisi konsep merupakan suatu generalisasi dan pemahaman 

terhadap suatu masalah yang akan diteliti. Tujuannya adalah untuk 

mempermudah pemahaman dan menghindari interpretasi ganda dari variabel 

yang akan diteliti, sehingga tidak menimbulkan kekaburan dan kesalahan 

dalam menginterpretasikan masalah. 

 Adapun konsep-konsep yang digunakan penulis dalam penelitian ini 

adalah sebagai berikut: 

1. Pelayanan publik adalah segala bentuk pelayanan yang dilaksanakan 

oleh instansi pemerintah di pusat, di daerah, dan di lingkungan Badan 

Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dalam bentuk 

barang dan atau jasa, baik dalam rangka pelaksanaan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

2. Pelayanan terhadap pengguna kartu BPJS kesehatan merupakan bentuk 

pelayanan kepada masyarakat, di mana bagi setiap masyarakat yang 

menggunakan kartu BPJS kesehatan dilayani sesuai dengan peraturan 

dan ketetapan yang telah di tetapkan. 

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 14 Tahun 

2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasaan Masyarakat Unit 

Penyelenggaraan Pelayanan Publik yaitu:  
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1. Persyaratan. Persyaratan adalah syarat yang harus dipenuhi dalam 

pengurusan suatu jenis pelayanan, baik persyaratan teknis maupun 

administratif. 

2. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur. Prosedur adalah tata cara pelayanan 

yang dibakukan bagi pemberi dan penerima pelayanan, termasuk 

pengaduan. 

3. Waktu Penyelesaian. Waktu Penyelesaian adalah jangka waktu yang 

diperlukan untuk menyelesaikan seluruh proses pelayanan dari setiap jenis 

pelayanan. 

4. Biaya/Tarif. Biaya/Tarif adalah ongkos yang dikenakan kepada penerima 

layanan dalam mengurus dan/atau memperoleh pelayanan dari 

penyelenggara yang besarnya ditetapkan berdasarkan kesepakatan antara 

penyelenggara dan masyarakat. 

5. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan. Produk spesifikasi jenis pelayanan 

adalah hasil pelayanan yang diberikan dan diterima sesuai dengan 

ketentuan yang telah ditetapkan. Produk pelayanan ini merupakan hasil 

dari setiap spesifikasi jenis pelayanan. 

6. Kompetensi Pelaksana. Kompetensi Pelaksana adalah kemampuan yang 

harus dimiliki oleh pelaksana meliputi pengetahuan, keahlian, 

keterampilan, dan pengalaman. 

7. Perilaku Pelaksana. Perilaku Pelaksana adalah sikap petugas dalam 

memberikan pelayanan. 
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8. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan. Penanganan pengaduan, 

saran dan masukan, adalah tata cara pelaksanaan penanganan pengaduan 

dan tindak lanjut. 

9. Sarana dan prasarana. Sarana adalah segala sesuatu yang dapat dipakai 

sebagai alat dalam mencapai maksud dan tujuan. Prasarana adalah segala 

sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses 

(usaha, pembangunan, proyek). Sarana digunakan untuk benda yang 

bergerak (komputer, mesin) dan prasarana untuk benda yang tidak 

bergerak (gedung). 
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2.11 Konsep Operasional 

Table 2.1 : Konsep Operasional 

Variabel Indikator Sub Indikator Skala 

Kualitas 

Pelayanan 

Kesehatan 

 

 

1. 

 

 

Persyaratan Pelayanan 

 

Kemudahan persyaratan 

pelayanan 

 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

2. 

Sistem, Mekanisme, 

dan Prosedur 

 

Kemudahan tata cara 

pelayanan 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

 

 

3. 

 

 

Waktu Penyelesaian 

 

Waktu pelayanan sesuai 

ketentuan 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

 

 

4. 

 

 

Biaya/Tarif 

 

Kesesuaian biaya yang di 

bayarkan dengan yang di 

tetapkan 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

 

 

5. 

 

Produk Spesifikasi 

Jenis Pelayanan 

 

Pelayanan yang di berikan 

dan di terima sesuai dengan 

di tetapkan. 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

 

6. 
 

 

Kompetensi Pelaksana 

 

Keahlian dan keterampilan 

petugas pelayanan 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

 

7. 

 

Perilaku Pelaksana 

 

Cara berbicara dan sikap 

petugas pelayanan 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

 

8. 

 

Penanganan 

Pengaduan 

 

Tata cara pelaksanaan 

penanganan pengaduan dan 

tindak lanjut 

Sangat Baik 

Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

9. Sarana dan prasarana 

Kelengkapan yang di 

butuhkan yang di gunakan 

di Puskesmas 

Sangat Baik 
Baik 

Cukup baik 

Tidak Baik 

Sangat tidak Baik 

Sumber : Kepmen PAN No.14/2017
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BAB III  

METODE PENELITIAN 

3.1 Lokasi dan waktu penelitian 

 Adapun lokasi penelitian ini adalah di Puskesmas Bangkinang Kota 

yang beralamat di Jalan A Rahman Sholeh. Waktu yang di gunakan penulis 

dalam penelitian ini dimulai pada bulan November hingga Januari 2020. 

3.2 Jenis dan Sumber Data 

Adapun jenis penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut 

Sugiyono (2011:11), penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan 

untuk mengetahui nilai variable mandiri, baik satu variable atau lebih 

(independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan antara 

variabel satu dengan variable yang lain. Jadi, penelitian ini berusaha 

menjelaskan fenomena-fenomena yang terjadi di lapangan. Sedangan metode 

yang di gunakan penulis adalah kualitatif. Data kualitatif menurut Sugiyono 

(2011:14) adalah data yang berbentuk kata, kalimat, skema, dan gambar. 

 Adapun sumber data yang penulis perlukan adalah sebagai berikut: 

1. Data Primer 

Yaitu data yang diperoleh peneliti dengan terjun langsung kelapangan. 

Yaitu Puskesmas Bangkinang Kota yang berkaitan langsung dengan 

pelayanan terhadap pengguna kartu BPJS kesehatan. Dimana data ini 

sebelumnya tidak ada dan di perlukan pengolahan oleh peneliti sendiri. 



 

 

Dalam penelitian ini data diperoleh dari pasien dan atau keluarga pasien 

Puskesmas Bangkinang Kota yang menggunakan kartu BPJS kesehatan 

2. Data skunder 

Yaitu data yang di peroleh peneliti dari buku-buku ilmiah, dari data 

Puskesmas Bangkinang Kota, dan bahan-bahan bacaan yang berkaitan 

dengan penelitian . Data skunder ini merupakan data yang sudah ada 

sebelumnya dan telah dipublikasikan. 

3.3  Metode pengumpulan data 

Adapun metode pengumpulan data pada penelitian ini adalah: 

1. Metode Observasi 

 Menurut Sanapiah Faisal (2005:52) metode observasi adalah 

metode yang menggunakan pengamatan atau pengindraan langsung 

terhadap suatu benda, kondisi, situasi, proses, atau perilaku. 

 Observasi dilakukan dalam penelitian ini untuk mengamati 

langsung lokasi penelitian di Puskesmas Bangkinang Kota khusunya 

terhadap pelayanan kepada peserta BPJS kesehatan. 

2. Metode Wawancara 

  Pada prinsipnya metode wawancara sama dengan metode angket. 

Perbedaannya pada angket pertanyaan yang diajukan secara tertulis, 

sedangkan pada wawancara pertanyaan diajukan secara lisan 



 

 

(pengumpul data bertatap muka dengan responden) (dalam Sanapiah 

Faisa, 2005:52) 

 Wawancara dilakukan dalam penelitian ini adalah untuk 

pengumpulan data dengan metode bertanya langsung tentang pelayanan 

terhadap pemilik kartu BPJS kesehatan di Puskesmas Bangkinang Kota. 

Dan juga key informan dari koordinator PKPR berjumlah 1 orang dan 

juga 1 orang petugas administrasi.  

3. Metode Angket 

 Metode angket merupakan pertanyaan diajukan secara tertulis dan 

disebarkan kepada responden untuk di jawab, setelah pernyataan di 

jawab, di kembalikan lagi ke pihak peneliti. 

 Metode angket dilakukan dalam peneitian adalah untuk 

pengumpulan data dengan peneliti telah membuat daftar pertanyaan 

atau pernyataan terlebih dahulu dan memberikan skor pada setiap 

jawabnnya. 

4. Dokumentasi  

 Dokumentasi adalah melihat atau mencari data mengenai variabel 

yang diperlukan dalam penelitian, misalnya berupa daftar pencatatan 

pembelian bahan baku dan beberapa catatan atau transkip. 

 



 

 

3.4 Populasi dan Sampel 

Menurut Sugiono (2003:90), populasi adalah wilayah generalisasi 

yang terdiri dari objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik 

tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik 

kesimpulan. 

Berdasarkan pengertian di atas, populasi dalam penelitian ini yaitu 

pasien Puskesmas Bangkinang Kota untuk wilayah Kelurahan Langgini, yang 

menggunakan kartu BPJS Kesehatan yang berjumlah 2.578 orang. Jadi, 

jumlah populasi dalam peneitian ini adalah sebanyak 2.578 orang. 

Adapun teknik teknik penarikan sampel yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini adalah rumus Slovinn (Husein Umar, 2007:78) rumus slovin 

tersebut adalah sebagai berikut: 

   
 

      
 

Ketengan : 

n =  Ukuran Sampel 

N = Ukuran Populasi 

e = Nilai kritis (batas ketelitian) yang di gunakan.  

 Berdasarkan rumus pengambilan sampel yang penulis gunakan dalam 

penelitian ini, maka jumlah sampel (pasien peserta BPJS kesehatan) dalam 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 



 

 

n = 
    

               
 

n = 
    

            
 

n = 
    

       
 

n = 
    

     
 

n= 96,26 

 Dengan populasi atau peserta pengguna kartu BPJS kesehatan di 

Puskesmas Bangkinang Kota untuk kelurahan Langgini berjumah 2578 orang 

dengan e sebesar 10% maka diperoleh sampel 96 orang. Untuk 

mempermudah peneliti dalam mengolah data, maka sampel yang di ambil 

digenapkan menjadi sebanyak 100 orang. 

 Sedangkan teknik pengambilan sampel di lakukan dengan metode 

Proportionate Stratified Random Sampling yaitu: mengambil sampel dari 

anggota populasi yang mempunyai anggota/unsur yang tidak homogeny dan 

berstrata secara proporsional (Sugiyono, 2011:93). 

3.5 Metode Analisis 

 Dalam metode analisis penulis menggunakan metode deskriptif 

kualitatif yaitu dengan melakukan analisa fakta dan data, dengan 

menggunakan rumus persentase sehingga terjadi proses kuantifikasi dalam 

mentabulasikan data ke dalam bentuk tabel. Dan memaparkan permasalahan 

sesuai dengan teori yang digunakan dan kemudian dapat dirarik 

kesimpulannya. 
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BAB IV 

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN 

4.1 Sejarah Singkat Puskesmas Bangkinang Kota 

UPTD Puskesmas Bangkinang Kota teretak di Ibu KotaKabupaten 

Kampar, bangunan fisiknya berdiri di Desa Kumantan, secara administratif 

berada dalam kecamatan Bangkinang Kota. Dipimpin oleh seorang pejabat 

Struktural eselon IV/a dibantu oleh seorang Plt. Kepala Sub Bagian Tata 

Usaha. 

Seluruh staf UPTD Puskesmas Bangkinang Kota bertanggung jawab 

langsung kepada Kepa UPTD Puskesmas Bangkinang Kota, sedangkan 

Kepala UPTD Puskesmas Bangkinang Kota bertanggung jawab kepada 

Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Kampar. 

Jumlah karyaan/karyawati pada UPTD Puskesmas Bangkinang Kota 

pada tahun 2018 adalah sebanyak 108 orang, terdiri dari PNS 65 orang, PTT 

pusat 1 orang, Honor daerah (THL) 6 orang. Tenaga bantu UGD 14 orang dan 

TKS 22 orang. 

4.2 Keadaan Geografis Puskesmas Bangkinang Kota 

Wilayah kerja UPTD Puskesmas Bangkinang Kota adalah Kecamatan 

Bangkinang Kota dengan luas wilayah kurang lebih 177.17 km  terdiri dari 2 

kelurahan dan 2 desa, yaitu: 

a. Kelurahan Bangkinang 
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b. Kelurahan Langgini 

c. Desa Kumantan 

d. Desa Ridan Permai 

Batasan wilayah kecamatan Bangkinang Kota sebagai berikut: 

1. Sebelah utara berbatasan dengan Kecamatan Bangkinang, dibatasi oleh 

sungai kampar. 

2. Sebelah kanan berbatasan dengan Kecamatan Kampar Kiri. 

3. Sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kampar dan Gunung 

Sahilan. 

4. Sebelah barat berbatasan dengan Kecamatan Salo. 

Kecamatan Bangkinang Kota berada kurang lebih 40 meter dari 

permukaan laut, pada umumnya terdiri dari dataran rendah, daerah yang 

berada di dataran sedang adalah desa Ridan Permai yang struktur tanahnya 

berada di atas perbukitan. Pada umumnya beriklim tropis, dimana curah hujan 

tertinggi berada pada kisaran bulan September sampai bulan Januari. 

Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bangkinang Kota juga terdapat 

satu buah sungai besar di Kabupaten Kampar yaitu Sungai Kampar, yang 

terbentang di sebelah utara melewati Kelurahan Langgini dan Bangkinang 

serta Desa Kumantan. 
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4.2.1 Keadaan Demografis Puskesmas Bangkinang Kota 

1. Jumlah Penduduk 

Jumlah penduduk Kecamatan Bangkinang Kota pada tahun 2018 

berjumlah 36.897 jiwa merupakan modal dan objek pembangunan kesehatan 

di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bangkinang Kota. Selain itu jumlah 

penduduk yang besar juga merupakan beban dalam pembangunan, 

karenanya pembangunan di arahkan kepada peningkatan kualitas sumber 

daya manusia seiring dengan laju pertumbuhan ekonomi yang bertujuan 

untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk. 

Dibandingkan dengan jumlah penduduk tahun 2017 berjumlah 36.752 

jiwa. Perkembangan penduduk dari tahun 2014-2018 dapat dilihat pada 

grafik berikut: 

    Gambar 5.1: Perbandingan Jumlah Penduduk Tahun 2014-

2018 
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2. Kepadatan Penduduk 

Kepadatan penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota yang tertinggi 

pada wilayah Kelurhan Bangkinang kurang lebih 481.00 jiwa per km  . 

Sementara desa Kumantan kepadatan penduduk sebanyak kurang lebih 62,96 

per km    Secara keseluruhan kepadatan penduduk Kecamatan Bangkinang 

Kota kurang lebih 208 jiwa per km   

4.3 Keadaan Sosial Ekonomi Puskesmas Bangkinang Kota 

Uraian keadaan ekonomi secara umum meliputi jenis pekerjaan serta 

sarana pendidikan: 

a. Pekerjaan  

Perekonomian di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bangkinang Kota di 

dukung oleh sector perdagangan, pajak, perkebunan, pertanian dan swasta. 

Dilihat dari lapangan usaha penduduk di Kecamatan Bangkinang Kota rata-

rata masyarakat bekerja sebagai pedagang, petani, Pegawai Negeri Sipil, dan 

wiraswasta. 

b. Sarana Pendidikan 

Di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bangkinag Kota terdapat beberapa 

fasilitas pendidikan mulai dari tingkat PAUD, TK, SD, SLTP, SLTA dan 

Perguruan Tinggi. Jumlah fasilitas pendidikan terdiri dari: 
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1. PAUD   : 20 

2. TK    : 16 

3. SD    : 27 

4. SLTP   : 9 

5. SLTA    : 12 

6. Perguruan Tinggi  : 3 

Rata-rata di wilayah kerja UPTD Puskesmas Bangkinang Kota 

berpendidikan SMA/SLTA sederajat. 

4.4 Keadaan ingkungan Puskesmas Bangkinang Kota 

Sebagai pusat Ibu Kota Pemerintah Kabupaten Kampar lingkungan 

wilayah kerja UPTD Puskesmas Bangkinang Kota terdiri dari perumahan, 

perkantoran, pasar, industry, dan lain-lain yang sangat rawan dengan polusi 

udara, penvemaran lingkungan dan sebagainya. Desa/kelurahan yang masih 

terdapat sedikit hutan dan penghijauan adalah Desa Ridan Permai dan Desa 

Kumantan, sedangkan Kelurahan Bangkinang dan Langgini di dominasi oleh 

bangunan rumah, perkantoran, sekolah, pasar, pertokoan dan industry. 

4.5 Gambaran UPTD Puskesmas Bangkinang Kota 

1. Visi dan Misi Puskesmas 

Pembangunan kesehatan di kecamatan Bangkinang Kota secara umum 

meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan mengacu kepada 
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perencanaan yang berhubungan langsung dengan Dinas Kesehatan sebagai 

pengeola kegiatan tingkat kabupaten kampar yaitu: 

a. Visi  

Yang ingin dicapai oleh UPTD Puskesmas Bangkinang Kota dalam 

pembangunan Kesehatan adalah suatu kondisi dimana masyarkat Kecamatan 

Bangkinang Kota menyadari, mau dan mampu untuk mengenali dan 

mencegah serta mengatasi permasalahan kesehatan yang di hadapinya, 

dengan kondisi yang demikan masyarakat dapat bebas dari gangguan 

kesehatan baik yang disebabkan karena penyakit, termasuk gangguan 

kesehatan akibat bencana maupun akibat lingkungan dan perilaku yang tidak 

mendukung hidup bersih dan sehat, dengan ini visi UPTD Puskesmas 

Bangkinang Kota “Terwujudnya masyarakat Kecamatan Bangkinang Kota 

sehat yang mandiri untuk hidup sehat dan sejahter pada tahun 2018” 

b. Misi 

Untuk mewujudkan visi UPTD Puskesmas Bangkinang Kota di 

tetapkan misi sebagai berikut: 

1) Menggerakkan pembangunan berwawasan kesehatan di Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

2) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat 

di Kecamatan Bangkinang Kota. 
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3) Memelihara dan meningkatkan mutu, pemerataan dan 

keterjangkauan pelayanan kesehatan di Kecamatan Bangkinang 

Kota. 

4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan 

masyarakat serta lingkungannya. 

5) Menciptakan tata kelola dan tertib administrasi UPTD Puskesmas 

Bangkinang Kota dengan baik. 

c. Strategi 

1) Meningkatkan disiplin profesionalitas pegawai. 

2) Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas. 

3) Meningkatkan kesiapan dan kesigapan petugas dalam mengatasi 

masalah kesehatan. 

4) Memberikan pelayanan yang nyaman, aman, cepat, tepat serta 

bermutu bagi masyarakat. 

5) Transparansi dalam manajemen pengelolaan organisasi. 

6) Menciptkan lingkungan yang sehat dan asri serta profesional. 

7) Merevisi dan melengkapi SOP sesuai situasi dan kondisi. 

8) Membina peran serta masyarakat peduli kesehatan. 

9) Meningkatkan dan mengembangkan kemitraan kerja menuju desa 

siaga. 
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2. Fungsi Puskesmas 

a. Pusat penggerak pembangunan berwawasan kesehatan. 

1) Berupaya menggerakkan lintas sektor dan dunia usaha di 

Kecamatan Bangkinang Kota agar menyelenggarakan 

pembangunan yang berwawasan kesehatan. 

2) Aktif memantau dan melaporkan dampak kesehatan dari 

penyelenggaran setiap program pembangunan di Kecamatan 

Bangkinang Kota. 

3) Mengutamakan pemeliharaan kesehatan dan pencegahan penyakit 

tanpa mengabaikan penyembuhan dan pemulihan. 

b. Pusat pemberdayaan masyarakat. 

1) Memiliki kesadaran, kemauan dan kemampuan melayani diri 

sendiri dan masyarakat untuk hidup sehat. 

2) Berperan aktif dalam memperjuangakan kepentingan kesehatan 

termasuk pembiayaan. 

3) Ikut menetapkan, menyelenggarakan dan memantu pelaksanaan 

program kesehatan. 

c. Pusat pelayanan kesehatan strata pertama. 

Menyelenggarakan pelayanan kesehatan tingkat pertama secara 

menyeluruh terpadu dan berkesinambungan. 

1) Pelayanan kesehatan perorangan. 

2) Pelayanan kesehatan masyarkat. 
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3. Tujuan Puskesmas 

Mendukung tercapainya tujuan pembangunan kesehatan nasional yakni 

meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap 

orang yang bertempat tinggal di Kecamatan Bangkinang Kota agar 

terwujudnya derajat kesehatan yang optimal, dalam rangka mewujudkan 

Indonesia sehat dan kesepakatan yang tertuang dalam Deklarasi MDGs. 

4. Program Puskesmas 

Program upaya kesehatan yang dilakukan UPTD Puskesmas 

Bangkinang Kota sebagai berikut: 

a. Upaya kesehatan wajib puskesmas (Basic Six) 

1. Upaya promosi kesehatan. 

2. Upaya kesehatan ibu dan anak termasuk KB. 

3. Upaya kesehatan Lingkungan. 

4. Upaya perbaikan gizi. 

5. Upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular. 

6. Upaya pengobatan dasar. 

b. Upaya kesehatan pengembangan puskesmas. 

1. Upaya perawatan kesehatan masyarakat (puskesmas). 

2. Upaya usaha kesehatan sekolah (UKS) 

3. Kesehatan jiwa. 

4. Kesehatan Gigi dan Mulut. 

5. Jaminan pelayanan kesehtan (JKN). 
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6. Upaya Kesehatan Mata/PB dan Upaya Kesehatan Telinga (PGP). 

7. Upaya kesehatan anjut usia (Lansia). 

8. Pelayanan kesehatan peduli remaja (PKPR). 
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4.6 Struktur Organisasi UPTD Puskesmas Bangkinang Kota 
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BAB VI 

PENUTUP 

6.1 Simpulan  

Adapun simpulan dari hasil penelitian dengan judul Analisis 

Pelayanan Kesehatan Peserta BPJS di Puskesmas Bangkinang Kota adalah 

sebagai berikut: 

1. Berdasarkan data hasil penelitian secara keseluruhan jawaban responden 

untuk kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan peserta BPJS 

Kesehatan di Puskesmas Bangkinang Kota dilihat dari indikator kualitas 

pelayanan, kecendrungan jawaban responden sebagian besar pada kategori 

cukup baik yaitu dengan persentase sebesar 60%. 

2. Kualitas pelayanan kesehatan terhadap kepuasan peserta BPJS Kesehatan 

di Puskesmas Bangkinang Kota secara umum dinilai cukup baik, dan 

didalam pelaksanaannya masih menemui keterbatasan. Hal ini dapat 

dilihat dari 4 indikator yang di ambil dari Peraturan Menteri 

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik 

Indonesia No. 14 Tahun 2017 sebagai berikut: 

a. Persyaratan Pelayanan 

 Dalam persyaratan pelayanan yang ditetapkan Puskesmas Bangkinang 

Kota dapat di katakan mudah dan tidak mempersulit yang ingin 

mendapatkan pelayanan hanya perlu membawa kartu BPJS dan KK. 
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b. Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 

 Prosedur tahapan pelayanan yang di berikan puskesmas dapat dikatakan 

sudah baik dikarenakan hanya menunggu nomor antrian dipanggil. Dan 

dari sisi Puskesmas pun memberikan kemudahan kepada peserta dan tidak 

memberatkan peserta BPJS. 

c. Waktu Penyelesaian 

 Dalam waktu penyelesaian pelayanan terkadang petugas tidak melayani 

tepat waktu pasien yang datang berobat, karena terkadang mereka ketika 

jam kerja sudah dimulai mereka belum ada ditempat. 

d. Biaya/Tarif 

 Puskesmas Bangkinang Kota memberikan obat kepada pasien sudah 

sesuai dengan SOP pelayanan obat, dengan memberikan obat yang sesuai 

dengan penyakit pasien, dan obat yang diberikan adalah obat-obat yang 

sudah ditanngung biayanya oleh BPJS kesehatan. Jadi Puskesmas tidak 

meminta biaya kepada peserta BPJS yang berobat. 

e. Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 

 Pelayanan yang di berikan dan di terima sudah sesuai dengan 

kententuan yang di tetapkan, tetapi masih ada beberapa petugas puskesmas 

yang masih kurang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan pelayanan 

khusunya pengguna kartu BPJS kesehatan. 
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f. Kompetensi Pelaksana 

 Petugas pelayanan mampu melayani pasien sesuai dengan keahlian, 

kemampuan dan pengalaman yang mereka miiki, dan sudah sesuai dengan 

bidang mereka masing-masing, 

g. Perilaku Pelaksana 

 Petugas pelayanan sudah sangat baik dalam memberikan pelayanan, 

ramah dan sopan santun terhadap pasien. Puskesmas Bangkinag Kota 

sudah menerapkan standar 5S dan 5R dalam melayani pasien. Tetapi 

masih ada beberapa petugas pelyanan yang masih belum menerapkan 

standar tersebut ke diri mereka. 

h. Penanganan Pengaduan 

 Baik atau buruknya pelayanan tergantung pada status sosial memang 

tidak dapat dipungkiri, karena hingga saat ini banyak hal tersebut terjadi. 

Puskesmas menyediakan kotak saran untuk masyarakat yang merasa 

kurang puas dengan pelayanan yang di berikan, pihak puskesmas pun 

menerima masukan dan berusaha untuk memperbaiki sistem pelayanan 

yang di anggap kurang. 

i. Sarana dan prasarana 

Kenyamanan Puskesmas Bangkinang Kota sudah bisa dikatakan baik. 

Komputer tidak banyak di puskesmas jadi staf membawa laptop sendiri 

jika di perlukan. Sedangkan gedung Puskesmas merupakan bekas RSUD 

Bangkinang lama, jadi terkesan gedung yang kurang terurus karena warna 

cat yang sudah mulai memudar. Karena hanya satu gedung yang 
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digunakan jadi tempat berobat di Puskesmas terkesan sempit, tetapi pada 

bulan Februari puskesmas kota sudah pindah ke gedung baru. 

6.2 Saran 

Adapun saran penulis mengenai pelayanan kesehatan bagi peserta 

kartu BPJS Kesehatan pada Puskesmas Bangkinang Kota adalah sebagai 

berikut: 

1. Kepada seuruh pegawai Puskesmas Bangkinang Kota harus berusaha 

memberi pelayanan yang sesuai dengan SOP dan harapan masyarakat atau 

bahkan lebih dari yang masyarakat harapkan. 

2. Seharusnya dalam memberikan pelayanan memberikan senyuman dan 

sapaan yang ramah juga menjelaskan dengan baik kepada masyarakat 

(pasien atau keluarga pasien) tentang hal-hal yang tidak mereka ketahui. 

Karena sesungguhnya, dengan senyum dan bahasa yang bijak sudah 

membuat masyarakat senang akan pelayanan yang diberikan. 

3. Kepada masyarakat, hendaknya berinisiatif untuk mecari informasi terkait 

BPJS Kesehatan mulai dari prosedurnya, persyaratan mendapatkan 

pelayanan, hingga hal-hal apa saja yang menjadi tanggungan maupun hal 

yang tidak ditanggung oleh BPJS Kesehatan, agar tidak terjadi 

kesalahpahaman dan pelayanan yang didapatkan sesuai dengan harapan. 
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